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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 110 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a. bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Probolinggo ditentukan asas kepatutan, kewajaran, rasional, 

terukur dan standar harga setempat agar tidak bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; 

b. bahwa berdasarkan hasil kegiatan penilaian (Appraisal) terhadap 

besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Probolinggo, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 

Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 

2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah;  
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Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4416), sebagaiman telah beberapa kali di 

ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4416); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6197); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 
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15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 28); 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 29); 

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 84), 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) 

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

(1) Besaran tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan DPRD, yaitu 

untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 19.133.000,00 (sembilan belas juta seratus 

tiga puluh tiga ribu rupiah), Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 15.833.000,00 

(lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan untuk 

Anggota DPRD sebesar Rp. 11.066.000,00 (sebelas juta enam puluh enam 

ribu rupiah) per orang per bulan termasuk pajak. 

(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar 

satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan 

dinas, untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 10.267.000,00 (sepuluh juta dua 

ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per orang per bulan termasuk pajak, 

dan tidak mendapatkan biaya perawatan dan biaya operasional. 
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(2a) Pimpinan DPRD tidak mendapat tunjangan transportasi, karena kepada 

yang bersangkutan sudah diberikan Kendaraan Dinas yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari jabatannya/melekat pada jabatannya sebagai 

Pimpinan DPRD, dan diberi biaya perawatan dan biaya operasional. 

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar  

satuan  harga  sewa  rumah  yang berlaku untuk standar rumah negara 

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, 

air, gas, dan telepon. 

(4) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan 

Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan 

tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 

 

2. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 32A 

Peraturan Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020, dan 

pemberiannya dilaksanakan pada saat Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 ditetapkan dan diundangkan. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal  15 Oktober 2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  15 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 110 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 110 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG 

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

I. UMUM : 

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dapat memenuhi 

kebutuhan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang nantinya dijadikan dasar dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dan administrasinya sehingga dapat mewujudkan 

peningkatan kerja sama secara kelembagaan dalam rangka menjaga pola 

keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah dan dapat memberikan 

manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah 

serta dapat menjamin terwujudnya pengelolaan hak keuangan dan administratif 

pimpinan dan anggota DPRD yang berdasarkan pada tata kelola keuangan yang 

baik. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan dan 

administrasi dimaksud sehingga diperlukan suatu regulasi yang mengatur  

mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah, tunjangan 

komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL : 

Pasal I 

  Cukup jelas. 

Pasal II 

  Cukup jelas. 

 


